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Pemerintah Daerah adalah Bupati - sebaigai unsur

'penyelenggara" Pcmerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan  urusan  Pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom. ' L

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

.. Penduduk adalah warga negara Indone81a dan orang asmg o

yang bertempat tinggal di Indonesia.

- Kependudukan adalah hal ihwal yang: berkaifan dengan

jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas,

penyebaran, - kualitas, dan kondisi keSejahtéraan yang

menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta
lingkungan Penduduk setempat. N R
Grand Desxgn Pembangunan Kependudukan 'yang

- selanjutnya dlsmgkat GDPK adalah arahan kebljakan yang -

dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan

KCpendudukan Indonesia  untuk mewujudkan ‘target

pembangunan kependudukan v

. Pengendahan Penduduk adalah upaya yang dllakukan untuk

mewujukan kesera31an, keselarasan, dan keselmbangan

antara jumlah Penduduk dan ngkungan Hidup baik yang

berupa Daya Dukung Alam = maupun daya tampung

lingkungan, kondisi perkembanga.n sosial, ekonom1 ‘dan

budaya serta mengembangkan KuahtasPenduduk

Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga

" Berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

~ Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
adalah upaya terencana untuk mewujudkan Penduduk o

tumbuh seimbang dan mengembangkan Kuahtas Penduduk -

- pada seluruh dimensi Penduduk.

10.

Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang

berhubungan dengan perubahan keadaan Kebendudukan

yang dapat berpengaruh dan dxpengamhl oleh keberhasﬂan

' pembangunan berkelanjutan



sarana atau prasarana yang dlwu_]udkan dalam bentuk”;

vFasﬂltas kesehatan yang selanjutnya dlsmgkat faskes adalah

pelayanan yang dlselenggarakan oleh pemerlntah -atau
swasta bagi masyarakat dengan menjaga atau memngkatkan' o
'.kesehatan melalu1 tmdakan preventlf kurat1f maupun

: jﬁ_rehablhtatlf ' = ’ |

'.f’1‘2v-'fKuahtas Penduduk adalah kond131 penduduk dalarn aspek‘ s

- fisik dan nonﬁ31k yang mehputl derajat kesehatan, v

- pendldlkan peker_]aan produktlwtas - tingkat sos1a1 Sy

ketahanan kemandman kecerdasan sebagau ukuran dasar

"','.»Untuk mengembangkan kemampuan ‘dan menlkmatl,:. .

kehldupan sebagau manus1a yang bertakwa, berbudaya,

o '.‘ berkeprlbadlan berkebangsa"ﬂ‘n dan hlduP layak

- " pcnduduk dengan melewan batas negara
16,

selmbang dengan daya dukung alarn dan Daya tampung '

'Kuant1tas Penduduk adalah _]umlah penduduk aklbat dar1" :
‘ perbedaan antara Jumlah penduduk yang lahlr, matx dan o
"plndah tempat tlnggal ' Sy :

e ,»14.‘ Moblhtas Penduduk Internal adalah gerak keruangan o

Penduduk dengan melewat1 batas adm1n1stra81 daerah

Moblhtas Penduduk Internaswnal adalah gerak keruangan

».Pengarahan Mobxhtas Penduduk adalah upaya mengarahkan i

“ gerak keruangan ' penduduk agar seras1 selaras, dan

- 'lmgkungan

17. Llngkungan deup adalah kesatuan ruang dengan semua - 75

o benda, daya, keadaan dan mahluk hldup, _termasuk di.

' ”,’dalamnya manus1a dan perllakunya yang mempengaruhl ; o

= pcrlkehldupan v manus;a serta makhluk»_}‘ 13_1 SCCara;,"":,:'"” :

" kelangsungan penkehldupan dan kesejahteraan manusm’

serta mahluk h1dup Iamnya

‘Daya Dukung Alam adalah kemampuan l1ngkungan alam» Do

:beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang

N berkelanjutan
19

A'Persebaran Penduduk adalah kond1s1 sebaran Penduduk |
. secara keruangan ’ “ -



20.

21.

22,

Penataan Persebaran Penduduk adalah upéya ‘menata
persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam -

dan daya tampung lmgkungan serta sesuai dengan tata

‘ruang wilayah.

Keluarga adalah umt terkecil dalam masyarakat yang terdiri

‘dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah

‘dan anaknya, atau 1bu dan anaknya

Keluarga Berencana yang selan_]utnya dlsmgkat KB adalah' |
upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal

melahirkan, mengatur keharriilan " melalui  promosi,

B perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduk31 .

23.

24.

25.

26.

untuk mewu_]udkan Keluarga yang berkualitas.

.Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu

pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal,
memiliki jumlah anak dan mengatur jafak kelahiran anak
yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat |
kontrasepsi. o :
Keluarga Berkualités adalah keluarga yang dibentuk

berdasarkan perkawinan yang sah dan _bcrcifikan sejahtera,

sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal,

berwawasan ke depan, bertanggung]awab harmoms dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah  kondisi

Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta o -

mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri
dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup

harmonis dalam meningkatkan kese_]ahteraan kebahaglaan

'lahlr dan batin.

Pembangunan Berkelanjutan ~ adalah pembangunan

terencana di segala bidang untuk men01ptakan perbandingan

1deal antara perkembangan kependudukan dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan serta _mcmenuh1
kebutuhan generasi sekérang tanpa harus mengurangi
kemampuan dan kebutuhan generaéi fhendaféng, sehingga

menunjang kehidupan bangsa.



27.

28.

20,

30.

. pemangku kepentingan terkait dan rnasyarakat dalam

31.

32.
- sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendahan

Penduduk Rentan adalah penduduk yang dala}h berbagai

matranya tidak atau kurang mendapat kes'empétan untuk

| mengembangkan potensinya sebaga1 akzbat dan keadaan v

fisik dan/atau nonﬁ31knya

Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dlbentuk
berdasarkan atas perkawman yang sah, mampu ‘memenuhi
kebutuhan hidup spiritual dan matenal yang layak bertaqwa'
kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang |
serasi, selaras dan selmbang ‘antar anggota dan antara

Keluarga dengan masyarakat dan hngkungan

’Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga

yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung -
kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna
hidup mandiri dan mengémbahgkari diri dan’ Keluarganya
untuk hidup harmonis dalam menmgkatkan kesejahteraan :
lahir dan kebahaglaan batin. '

Pcmbangunan_ Ketahanan  Keluarga adalah upaya -

| komprehensif, berkesinambungan, gradual, ’koord‘in‘atif dan

optimal secara berkelanjutan oleh. Pemerintah Daerah,

menmptakan, mengoptxmahsas1 keuletan dan ketangguhaan

keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam

meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
Keluarga Berkualitas adalah  kondisi 'keluai'ga yang

mencakup aspek pendldlkan ‘kesehatan, ekonoml, sos1a1»

- budaya, kemandman keluarga, dan mental sp1r1tual serta

nilai-nilai agama yang merupakan dasar untukE mencapai

keluarga sejahtera.

'Peinbangunan ,Kependudukan adalah upaya rnéwujudkan

. kuant1tas, penmgkatan kualltas, pembangunan’ keluarga,

33.

- penataan persebaran dan pengarahan moblhtas serta -

penataan adrmmstras1 Kependudukan.

‘Angka Kematian adalah banyaknya kematian setlap 1000

(senbu) penduduk per tahun.
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34,

36.

37.

- 38,

39.

~ 40.

Mobilitas  Penduduk adalah adalah gerak keruangan

penduduk ‘dengan melewatl batas wﬂayah administrasi

o pemermtahan
- 35.

Angka Kelahlran adalah bllangan yang menun_]ukkan _]umlah .

bayi yang Iahlr hldup dari setlap seribu penduduk dalam .
satu tahun.

Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dlbentuk

berdasarkan atas perkawman yang sah, mampu memenuhi

kebutuhan hldgp spiritual dan material yang layak, bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang
serasi, selaras, dan sexmbang antar anggota dan antara'
Keluarga dengan masyarakat dan llngkungan ‘

Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah
kégiatan yang . khusus ‘mengelola tentang pembinaariv
tumbuh kerﬁbang anak melalui pola asuh yang benar
berdasarkan kelompok umur, yang " dilaksanakan oleh
sejumlah kader dan berada ditingkat Rukun Warga.

Bina Keluarga Remaja yaing selanjutnya disiﬁgkat BKR
adalah kcgiataﬁ bersama yang dilakukan oleh kader dengan
orangtua atau anggota keluarga lamnya yang mempunyal
anak dan remaja I ’

Bina Keluarga Lansia yang selanJutnya d1smgkat BKL adalah
wadah kegiatan keluarga yang mempunyal lansia yang‘
bertujuan untuk mcmngkatkan kepedulian dan peran serta
keluargé dalam mewﬁjudkan lanjut usia yang sehaf mandiri,

poduktif dan bertaqwa sehmgga tetap dapat diberdayakan

dalam pembangunan dengan memperhankan kearifan, ,

- pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya

sesuai usia dan kondisi fisiknya.

Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan .Sejahtera .~ yang.
elanjutnya disingkat" NKKBS adalah suatu nilai yang sesual

dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya -

dalam diri prxbadl, keluarga, dan masyarakat, yang :

berorientasi kepada kehidupén’ -sejahtera dengan jumlah

~anak 1dea1 untuk rneWUJudkan kese_]ahtcraan lahir dan

kebahaglaan batin.
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41. Pusat Informas1 dan Konselmg Remaja/ Maha31swa yang
selan_]utnya disingkat PIKR/ Maha31swa adalah suatu wadah"b
kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk
remaja guna memberikan pclayanan informasi dén konseling
tentang Perencanaan Kehldupan Berkeluarga Bagl Remaja

serta keglatan-keglatan penunjang Iamnya

o ; BABII
- PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

Bégian Kesatu

| Umum i

j  Pasal 2 ‘
Pengendalian k Kuariltitas Penduduk berhubungan | dehgari
penetapan perkiraan mengena1 | |
a. jumlah, struktur, dan kompos1s1 Penduduk
b. pertumbuhan Penduduk dan
c. persebaran Penduduk

| Pasal 3 o N
Pengendalian kuantltas Penduduk dilakukan mcla1u1 pengaturan
tiga komponen utama kependudukan yakni : " -
a. Pengaturan Kelahlran (Fertilitas);
b. Penurunan Kematiain (Mortalitas); dan
c. Peﬁgarahan Mob‘ilitéets‘ Peﬁduduk '

' Bagian Kedua

~ Pengaturan Kelahiran (Fertilitas)

Pasal 4

(1) Pengaturan kelahiran (Fertilitas) sebagaimaha? dimaksud -

dalam pasal 3 huruf a d11akukan dengan program Keluarga
Berencana yang mehpuu
a. mengatur usia 1dcal perkawman

"~ b. mengatur usia 1deal melahirkan;



(/]

@

ayat (1) bertujuan untuk

 ¢. mengatur jarak ideal melahirkan;

~d. _]umlah ideal anak yang dllahlrkan, dan |

e. penggunaan alat kontrasep31 yang tepat dan aman

Kebijakan Keluarga Berencana - sebagalmana dlmaksud ‘pada -

~ a. mengatur kehamxlan yang dunglnkan

~ b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematlan ibu, o

bayi dan anak; ‘
c. meningkatkan a'kses dan kualitas informasi, f)endidikan v
konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan

kesehatan reproduk31

- d. meningkatkan partlslpasi ‘dan kesertaan pria dalam

praktek keluarga berencana, dan

. €. memprom031kan penyusuan bayi sebagai upaya untuk '

C)

menjarangkan Jarak kehamllan

Kebijakan Keluarga Berencana sebagalmana dlmaksud pada

ayat (1) mengandung pengerhan bahwa dengan alasan

.apapun promosi ;abors1 sebagai pengaturan ;keharmlanv

i
b

dilarang.

Baglan Ketlga

Penurunan Kematian (Mortahtas)

Pasal S

Penurunan angka Kematlan (Mortalltas) sebaga1mana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf b mehputl :

a.
b.

- edukasi dan pelayanan,

- kesamaan hak reproduk31 pasangan suami istri (pasutn),

keselmbangan akses dan kualitas konseling, informasi,

pencegahan dan| pcngurangan résiko “ kesa_ikitan dan
kematian; dan ' '

partisipasi aktif keluarga dan masyarakat




uy

- da.

(1)

Baglan Keempat

Pcngarahan Mobzhtas

Pasal 6

: Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam

vPasal 3 huruf c dllaksanakan melalm

meningkatkan kerjasama dengan plhak—plhak terkalt dalarn '
penyerapan. tenaga; kerja, baik regional, nasional maupun
internasional; ? - |
memngkatkan kuahtas dan kuantltas sumber daya pelauhan |
dan produkt1v1tas, ' '

meningkatkan koordinasi . dan kerjasama  dalam
penyelenggaraan‘ bursa kerja dan optlmahsas1 sistem
informasi bursa kerja yang mudah diakses ~ oleh
masyarakat; dan. | | o o
menlngkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerJa
sesua1 norma hukum yang berlaku serta rnemngkatkan peran
lembaga ketenagakerjaan : ”'
- - BABIIl ,

TATA CARA PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS

' MENGENAI MOBILITAS DAN PERSEBARAN PENDUDUK

Pasal 7

'Pengumpulan data dan analisis mengena1 mobilitas dan
vpersebaran penduduk dﬂaksanakan oleh Perangkat Daerah
‘yangv membldangl_ Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Slpll | - ' '

Tata cara ‘pengiumpulan data dan ‘analisis mengenai
mobilitas dan persebaran penduduk sebagalrnana dimaksud
pada ayat (1) adalah menggunakan data has1l regmtrasx

penduduk di Instans1 pelaksana Kabupaten.

i




Ana11s1s data mengena1 mobxhtas penduduk menggunakanf'vv
= 'vmd1kator penghltungan terdm atas m1gra51 masuk mlgrasa S
S S 'b'keluar, mxgra81 netto, dan m1gra51 bruto. " |

N propor81 penduduk menurut _]ems . kelarmn kepadatan‘._ L

Anal131s mengena1 persebaran penduduk mehputl Jumlah dan v,_;: .:;:" o

»"pen du duk dan pertumbuhan penduduk

7 ‘._fmelalul sensus, survei dan pendataan keluarga yang;

o dasar penetapan kebljakan penyelenggaraan dan o

R v Pasal 8 N
Pemerlntah dah : Pernermtah Daerah | melakukan o

pengumpulan data dan 1nform331 mengenal kependudukan‘

dan keluarga S

Upaya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllaksanakanj |

d1laksanakan ‘ setlap 5 (hma) tahun sekah, - serta :
- pemutakhxran data yang dllaksanakan setlap tahun R

’bd1gunakan oleh Pemermtah dan Pemermtah Daerah sebagatf '

Data dan 1nforma81 kependudukan dan keluarga Wa_]lb

- vpembangunan

dlmaksud pada ayat (3) dxlaksanakan sesual dehgan

Tata cara. pengumpulan ’ data keluarga _ sébagaimaha .

,ketentuan peraturan perundang-undangan B

W)

data dan 1nformas1 Program Kependudukan Keluarga‘

v _ BAB IV .
PENYELENGGARAAN DATA RUTIN

Baglan Kesatu »
Umum TR

Pasal 9

Penyelenggaraan data rutm dlarahkan untuk mendapatkan‘ o

o Berencana dan Pembangunan Keluarga yang berkualltas

@

Untuk mendapatkan ~data rutin yang Eberkuahtas :‘ L

’}:‘sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), harus memperhatlkan - |

 prinsip:

SR Ca. V_Iei'igkap;

. a b. akurat

S c mutakhxr dan

d. tepat waktu.



@

@

)

@

- (5)

(1)

Bagxan Kedua '
Knterla dan Standar Data Rutin

Pasal 10

Data rutm dxkumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka

waktu yang telah ditetapkan.
Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mehputl

a. data pendataan keluarga

b data pelayanan keluarga berencana, dan

-~ data pengendahan lapangan.
Data pendataan keluarga sebagalmana dimaksud - pada
ayat (2) huruf a, meliputi:
a. data kependudukan,

b. data keluarga ‘berencan}a; dan

- c. data pembangunan keluarga.

Data Pelayanan Keluarga Berencana sebagalmana dlmaksud

'pada ayat (2) huruf b, mehputl

a. data potensi fasilitas pelayanan keluarga berencana;

b. data hasil pelayanan keluarga berencana; dan

c. data logistik alat dan obat kontrasepm

Data Pengendalian Lapangan sebagaimana dlmaksud pada o
ayat (2) huruf ¢, meliputi : ‘ |
a. data sumber daya bmanus‘ia lini lépangan‘
'b. data sarana pengendahan Iapangan dan

c. data hasil pembmaan kelompok keglatan

Pasal 11
Data kependudukan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 7
ayat (3) huruf a, memuat 1nd1kator yang mehputl '
NIK;
nama individu;
tanggal kelahiran;
umur; '

hubungan dengan KK;

A T LA S

jenis kelamin;



(2)

(3)

e

agama;

h. pendidikan;

i. pekerjaan;

j- status perkawinan; dan

k. kesertaan dalam JKN. |

Data kéluarga ‘berehcana sebagaimana dlmaksud dalani
Pasal 10 ayat (3) huruf b, memuat indikator yang mehputl

a. jumlah pasangan usia subur;

b. Jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadlv

peserta keluarga berencana dan ,

c. jumlah pasangan usia subur yang tidak menjédi peserta

| keluarga berencana. _
Data pembangunan keluarga sebagéimvana dimaksud dalam
Pasal 10 -ayat (3) huruf ¢, memuat indikator yang rn_é]iputi: |
agama; | o .
sandang;
pangan;
papan;
kesehatan;
pendidikan; v v
kepesertaan dalam keluarga berencana;

tabungan

F @ oMo oo g op

interaksi dalam keluarga

-
.

interaksi dalam lingkungan;

informasi; dan

— o b

 peranan dalam masyarakat.

_ , ‘ “Pasal 12 v
Data pbtensi fasilitas pelayanan keluarga berencana
sélﬁagaiinéma ‘dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a
terdiri atas : ‘

a. jumlah faskes yang melayam KB;

b. jumlah Janngan dan jejaring faskes yang melayam KB;

c. Jumlah tenaga faskes yang melayani KB dan pelatihan
tekms yang telah diikuti; |

d. sarana dan perlengkapan faskes yang melayam KB yang

masxh d1paka1




T L

e ":’“dlrnaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, mel1put1

ol

-Data hasxl pelayanan keluarga bcrencana sebagalmana'-‘

data hasﬂ pelayanan peserta KB baru

| b data hasil pelayanan peserta KB aktlf dan

| -’f’ffdnnaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, mehputl

?3a®frﬂv9'a o

e ‘v vd1mak8u d dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a terdm atas

o

data hasﬂ pelayanan kasus o

Data loglstlk alat dan obat kontraseps1 Sebagalmana.

A _data sumber alokon, LR

. data mutasi alokon; | |

5 data-pérsediaan ‘alokon;' o f.

. :data penenmaan alokon, o ,

data pengeluaran alokon untuk pelayanan KB
'data alokon yang rusak | B |
'_data alokon yang kadaluarsa dan | S —
data pengeluaran Fasﬂltas Keschatan Tlngkat Pertama

‘untuk dlStI‘lbuSl alokon ke Janngan atau _]ejanng

Pasa113 f?'ﬁf'”

Data sumber daya manu51a 11n1 ]apangan sebagalmana*' -

 a. data petugas Iapangan KB dan penyuluh KB

~ b. }data pengawas petugas Iapangan KB dan penyuluh KB

c. data potens1 pembantu pemblna KB desa,

o v }d'.m 'data poten31 sub pembantu pemblna KB desa

b.:v: data Medla Productxon Center dan has11 keglatan_":, :

; ‘.:‘C,'-'}"data Mobil Unit Penerangan Program KKBPK dan hasﬂ B
kegiatan pemanfaatan M0b11 Umt Penerangan Program__

'?fBKKBPK

el e'.“f:' data kelompok KB. | : | | _
o (2) Data sarana pengendahan lapangan sebagalmana dlmaksud':;‘}
- 'vdalam Pasal 10 ayat (5) huruf b terd1r1 atas : SRS ST
a ‘data Balal Penyuluhan KKBPK data hasﬂ keglatan ‘,:"5
N pemanfaatan Bala1 Penyuluhan Program KKBPK dand' o

:.-data hasil pencapalan keglatan operasmnal d1 lapangan, R

pemanfaatan Medla Productlon Center



£

(3)

(1)

(2)

(3)

Data hasﬂ pembmaan kclompok keglatan sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf ¢ terdm atas :
a. data potens1 kelompok keg1atan Bina Keluarga Balita dan

data hasil pembinaan kelompok kegiatan B1na Keluarga
Balita;

' b. data potensi ke‘lompok'k'egiatan Bina keluaf'ga Rérhaja

dan data hasil pembmaan kelompok keglatan B1na
Keluarga Rema_]a, - ' ] |
c. data potensi kelompok keglatan Bina Keluarga Lansia
dan data hasil pembmaan kelompok keglatan B1na

’ Keluarga Lansia;

d. data potenSI kelompok keglatan Usaha Penmgkatan-

Pendapatan Keluarga Sejahtera dan data hasﬂ
pembinaan kelompok ‘kegiatan Usaha Pemngkatan
Pendapatan Keluarga Sej ahtera; '

‘e. data potensi kelompok keglatan Pusat Informa51 dan

f Konsehng Remaja dan Mahasiswa dan data has:l
keglatan Pusat Informasr dan Konseling Remaja dan

- Mahasiswa.

A Pasal 14 o -
Pendataan kcluarga wajib dilaksanakan“Pen'lerintah Daerah
Kabupaten secara serentak fsetiap S (lima) tahun untuk
mendapatkén data keluarga yang akurat vvalidv rélévan, dan
dapat dipertanggungawabkan melalul proses pengumpulan,
pengolahan penyajlan, peny1mpanan, serta pemanfaatan
data dan mformasn kependudukan dan keluarga.
Pendataan keluarga sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
mencakup data yang ber31fat nasmnal dan daerah. .
Pendataan keluarga sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kadcr setempat di bawah pembmaan

penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan»'

Keluarga Berencana



PTO

- Ha’sil ”pendataan keluarga sebagalmana dlmaksud pada-i
- ayat (1) menghasﬂkan Bas1s Data Keluarga Indonema - |

'Ba81s Data Keluarga Indonesm sebagalmana dlmaksud pada o :

ayat (4) wa_]lb dllakukan setlap tahun

Has11 Pendataan Keluarga dlgunakan untuk Pengen dahan“””

o _operasmnal : penyelenggaraan ' program . pengendaha_n "

penduduk dan keluarga berencana

' keluarga by name by address untuk dlpergunakan dalam S

s ,Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan :

| Pasal 15

TuJuan urnum Pendataan Keluarga yakm tersedlanya data
R 'penetapan sasaran, dan optlmallsa81 operasmnal Program L
'Keluarga serta berbaga1 prograrn pembangunan Iamnya

R

a. tersedlanya pangkalan data kependudukan dl sétiap ’ _' o

TUJLlan khusus Pendataan Kcluarga mencakup

. tlngkatan wilayah;

- b.,tersedlanya pangkalan data keluarga berencana d1 setlap‘f e

. | tmgkatan W1Iayah

Rty
- ;'reglster ‘pada waktu tertentu yang dltetapkan d1 setlapv.f'" o

@

. tersedlanya pangkalan data keluarga rnenurut tahapan S

: Keluarga SCj ahtcra di. setlap tmgkatan Wllayah dan

d. tersedlanya pangkalan data anggota keluarga d1 setlap o

tmgkatan W11ayah

Pasal 16

Pengelolaan Data Rutm Pelayanan Keluarga Bcrcncana wajlb" ": E
o dllakukan setlap bulannya dengan waktu yang dltentukan |
Pe]ayanan Keluarga Berencana dllaporkan secara berjen_;ang -

ke tmgkat leblh atas dengan menggunakan format kartu dan : f

. tmgkatan wﬂayah

Pengelolaan Data Rutm Pelayanan keluarga Berencana_i"

L sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakuka_n oleh tenaga .

o v_.pengelola data d1 tempat pelayanan KB



BTN

‘ Pasal 17 ;
(1) Pengendahan Lapangan Keluarga Berencana dllakukan oleh
para petugas KB di kecamatan petugas lapangan/penyuluh
KB di desa/ kelurahan bersama kader KB di berbaga1
tlngkatan wﬂayah RT, dusun/ RW, desa/ kelurahan,
kecamatan dan kabupaten | |
(2) Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan wa_ubﬂ
bdllakukan setlap bulannya dengan waktu yang ditentukan. |

(3) Pengendah_an lapangan dilaporkan secara : berjenjang ke

tingkat lebih atas dengan menggunakan format ‘kartu dan |

reglster, pada Waktu tertentu yang dltetapkan di setiap 'b
tingkatan w1layah ‘ ‘

(4) Pengelolaan Data  Rutin Pengendalian - Lapangan -
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga
pengelola data di setlap tmgkatan wilayah.

BAB V
- PENGELOLAAN DATA RUTIN

Bagian Kesatu

Umum

- Pasal 18 _, -
Pengelolaan data rutin program - Kependudukan, Kelu;arga‘

Berencana dan Pembangunan Keluarga mencakup: .

¥ ~ a. pengumpulan;

b. pengolahan;
penylmpanan
d. penyebarluasan dan pemanfaatan; dan

€. keamanan dan kerahamaan



i

(1)

(@)

)

(2)

(3)

Bagian Kedua

o Pengumpulah Data Rutin

Pasél 19 o

Pengumpulan data rutin dilakukar»imelalui prosés:

a. pencatatan;

b. enti'i data; dan

- ¢. pelaporan data :

" Pengumpulan data ~rutin sebagaimana dlmaksud

ayat (1), dilakukan melalui cara:

a. manual;

b. komputerisasi offline; dan

c. komputerisasi online.

Bagian Ketiga |
Pengolahan Data Rutin =

Pasal20
Pengolahan data rutin dilakukan melalui:
a. pemrosesan; | :
b. analisis; dan

c. penyajian;

pada‘

Pemrosesan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a,

dllakukan dengan cara:
a. vahdasn,

. pengkodean;

b
. percké.man data;
d

. alih bentuk;
e. pengelompokan; dan

f. pengecekan konsistensi data.

Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dllakukan dengan cara:

a. menentukan rancangan anahsls

data mlnmg,

b
c. pelaksanaan analisis; dan
4 .

. interpretasi.



(»

(4

()

- (6)

()

(2)

(3)

Penyajlan sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1) huruf C |
dilakukan dengan cara: ' |

a. tekstual;

b. numerik; dan

- ¢ model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologl
Penentuan rancangan anahsts sebagalmana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, menggunakan metoda analisis antara lain:
a. anahsls deskriptif;
b. analisis komparatif;
c. anélisis kecenderungan;
d. analisis hvubungan;} |
analisis lain sesuai = dengan perkembahgan Cilmu
pengetahuan. ' : o
Cara penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hﬁruf a,
b dan c dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan
pemahaman oleh pengguna, dapat dilakukan penyajian:,‘
dalam bentuk, antara lain: | o |
a. tabulasi; |
b. grafik;
c. peta; dan :
d

. penyajian dalam bentuk lainnya.

| Pasal 21
Unit pengelola data rutin Kabupaten harus mem111k1 sumber v
daya manusia yang mengelola data rutin;
Sumber daya manusia yang mengelola data rutin
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus memiliki -
kompetensi di bidang: N
a. kependudukan, keluarga bcrencana dan pembangunan

keluarga;

b. komvputei'; dan/atau
c. statistik. v v
Jumlah sumber dayai ‘rnanu‘s‘ia sébagaimana dimaksﬁd pada

ayat '(1) disesuaikan dengan kebutuhan.



e

: (1)

o 1(2)

o ‘oe..d cr P

Pasal 22 B e

Sarana dan Prasarana dlbutuhkan untuk mendukung s

}pelaksanaan pengelolaan data rutm B ' o

Sarana sebagalmana d1maksud pada ayat (1) mehpuu »
| ketersechaan formuhr B '} A o |
'-iperangkat Tekn010g1 Informa81 dan komun1ka31 B
tempat penylmpanan dokumen, DT
:ketersedlaan alat tuhs dan - ' S S o

y sarana pendukung lamnya

Perangkat Teknologl Informa81 dan Komumkam sebagalmana‘,}, S

_’ ’dlmaksud pada ayat (2) huruf b mehputl E } .

| '-,-'ba komputer

Ca. ternpat pengolahan data dan lnforma31, A

(1)
_‘}penduduk dan pernbangunan keluarga Daerah dalam

'lv_;'penyelenggaraan pengendahan penduduk dan pembangunan 0

o '(2);",'

:”dan pembangunan keluarga Daerah sebagalmana dlmaksud

b.-
e pnnter dan
d

Jarmgan 1nternet

perangkat Teknologl Informas1 dan Komumkas;»ﬁ‘.»i

pendukung lamnya

Prasarana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdm atas R

D. ruang penylmpanan dokumen, dan

e prasarana pendukung lamnya

BABVI
KELEMBAGAAN o

. Pasal 28

Pemermtah membentuk t1m ': pemblna pengendahan_:vjr;_‘j

. keluarga

Susunan keanggotaan t1rn pembma pengendahan penduduk‘

o pada ayat 1 mehputl unsur:

pemermtah daerah
b. 1nstan31 terkalt

; Iembaga Pendldlkan S

e vorganlsam keagarnaan, IR

. orgamsa31 profe81 dan

a.
b
c

R d. ’duma usaha, T
-
f
g

. masyarakat



@ .

.. 'Diundaﬁgk‘an di Kax"énganyar o

3) Set1ap kecamatan desa/kelurahan dlbentuk t1m pembma B

pengendahan penduduk dan pembangunan | keluargav, -

- dltetapkan dengan Keputusan Bupatl ' ; . o |
4) ‘_Tugas dan fung31 t1m sebagaumana dlmaksud pada ayat (l)v‘.":v
N d1tetapkan dengan Keputusan Bupat1 | 3 -

'BAB vn |
| KETENTUAN PENUTUP o

Pasal 24

_ Peraturan Bupat1 1n1 mu1a1 berlaku pada tanggal dnundangkan

e :Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan o o

~ Peraturan Bupatl Jini. dengan penempatannya dalam Benta"" o

‘»Daerah Kabupaten Karanganyar f ‘

| Dxtetapkan di Karanganyar »
. pada tanggal 14 Maret 2019
~ BUPATI KARANGANYAR,

~ JULIYATMONO

pada tanggal 14 Maret 20 19

| _ PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUTARNO

R BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 19 NOMOR 28

Sahnan sesuai dengan ashnya .
SEKE.‘ETARIAT DAERAH - ©
BUPAT EN\K'ARANGANYARH




